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Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Al-
lah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia – Nya, sehingga pada hari ini kita 
dapat berkumpul di Balai Sidang Universitas Indonesia - Kampus UI Depok da-
lam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Upacara Pengukuhan Saya sebagai 
Guru Besar Tetap dalam Bidang Public Governance atau Governansi Publik 
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 

Selanjutnya, perkenankanlah Saya mengucapkan terima kasih yang sebe-
sar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendi-
dikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan kepercayaan 
dengan mengangkat Saya sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Public Gov-
ernance atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Indonesia, dan Bapak Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan ke-
sempatan kepada Saya untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan dihadapan Si-
dang yang Terhormat. Ucapan terima kasih juga Saya sampaikan kepada Dekan 
FIA UI dan kepada Bapak/Ibu/Saudari/Saudari sekalian yang telah meluangkan 
waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat hadir dalam acara Pengukuhan ini.

Hadirin yang Saya muliakan,

Izinkanlah Saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan Pi-
dato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Public Governance 
atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia 
dengan judul:

“TANTANGAN GOVERNANSI PUBLIK DI ERA DISRUPSI: MEM-
PERKUAT PERAN ETIKA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN”

Hadirin yang Saya muliakan,

Awal abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang san-
gat pesat seperti internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan perkemban-
gan teknologi lainnya yang memicu disrupsi dan mengubah cara bisnis, industri 
dan masyarakat dalam beroperasi. Disrupsi merupakan suatu fenomena yang 
mengindikasikan perubahan dalam skala besar. Berbagai aspek memperoleh 
dampak dari perubahan tersebut, tak terkecuali governansi. Beradaptasi menja-
di faktor signifikan yang diperlukan untuk menghadang berbagai tantangan era 
disrupsi untuk governansi seperti respon yang cerdas dan adaptif dimana Pe-
merintah harus memahami dampak dari kemajuan teknologi terhadap berbagai 
dimensi kehidupan masyarakat secara menyeluruh termasuk dengan menye-
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suaikan berbagai kebijakan yang mempromosikan inovasi tanpa meninggalkan 
siapapun. 

Era disrupsi mengantarkan governansi pada titik puncak transformasi te-
knologi terbesar sejak Revolusi Industri, yang menyebabkan kompleksitas so-
sial dan politik yang signifikan. Transformasi ini akan mengancam kemampuan 
governansi untuk mempersiapkan society yang tidak memiliki keterampilan, 
kemampuan beradaptasi, dan kerapuhan (Clearly, 2018; Plekhanov, 2022). Jika 
pemerintah bersama dengan masyarakat dan sektor bisnis tidak cukup tanggap 
melihat peluang dan ancaman evolusi teknologi, maka negara tidak akan lep-
as dari kondisi pengangguran dan dislokasi sosial meningkat, demokrasi per-
wakilan akan kesulitan mewujudkan, dan ekpektasi warga negara terabaikan.

Evolusi teknologi dan informasi menjadi faktor utama yang mendorong dis-
rupsi (Sood & Tellis, 2011; Kostoff & Simons, 2004). Teknologi akan mengubah 
cara pandang ekonomi dunia dan cara hidup manusia di masa depan, berbagai 
bentuk dampak yang akan dihasilkan pada aspek ekonomi dan sosial adalah 
dematerialisasi ekonomi, penurunan tekanan lingkungan, peningkatan efisiensi, 
pembentukan ekonomi solidaritas, pembentukan ekonomi sirkular, personalisa-
si konsumsi, sosialisasi pembangunan, pengurangan risiko kecelakaan dan ben-
cana, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup (Melnyk, dkk., 2019).

Merespon evolusi teknologi, mendorong governansi bersiap dalam ber-
transformasi dari entitas yang berdiri sendiri menjadi bagian dari ekosistem 
digital (dengan mempertimbangakn aspek ekonomi, sosial, dan politik), se-
hingga mengambil porsi besar dalam perannya terhadap era disrupsi digital. 
Governansi yang agile dan dinamis sangat diharapkan terwujud guna mengim-
bangi perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dampak seperti kemungkinan 
peralihan kekuasaan dan sumber daya diantara lapisan pemerintahan, yang juga 
mengubah hubungan sosial dan politik di masyarakat, serta fluktuasi ekonomi 
industri yang berpacu cepat, sangat mempengaruhi peran governansi. Hal ini 
dikarenakan, transformasi teknologi menghasilkan interkonektivitas yang erat 
dengan lingkungan internal dan eksternal, keberhasilan transformasi sangat 
bergantung pada kemampuan governansi untuk mengarahkan dan memitigasi 
konflik yang mungkin timbul ditatanan masyarakat dan pelaku industri, ketika 
batasan menjadi kabur atau berubah akibat proses dari evolusi teknologi.

Hadirin yang Saya muliakan,

Disrupsi terjadi tidak hanya karena perkembangan teknologi, tetapi juga 



TK | 4

akibat terjadinya perubahan pada aspek sosial, politik dan lingkungan hidup. 
Dalam aspek sosial misalnya, perubahan nilai dan preferensi masyarakat serta 
kemunculan generasi baru dengan pandangan dan kebiasaan yang berbeda ten-
tu saja akan membawa kita kepada tuntutan untuk dapat menyesuaikan proses 
governansi dan pembuatan kebijakan publik yang selaras dengan situasi terse-
but. Begitu juga dengan adanya perubahan iklim maupun krisis lingkungan 
yang menuntut sektor publik untuk dapat menyesuaikan diri dalam pelaksanaan 
governansi dan proses pembuatan kebijakan publiknya.

Terkait dengan upaya merespon disrupsi ini, sekitar 5 tahun silam, dalam Kon-
ferensi yang diselenggarakan oleh World Bank di Amerika Serikat menekankan 
bahwa di tengah-tengah disrupsi ini, cara mengukur ‘tata kelola atau governan-
si’ sebagian besar masih didasarkan pada pemahaman dua puluh lima tahun 
yang lalu (The World Bank, 2018). Sejatinya governansi harus dipahami sebagai 
enablers factor yang terkait dengan bagaimana mengaplikasikan konsep trust, 
legitimacy, leadership, dan social cohesion serta bagaimana dapat mengatasi 
berbagai governance constraints, seperti korupsi dan nepotisme, klientelisme, 
dan eksklusi. Oleh karena itu sebaiknya kedepan governansi dapat lebih mere-
spon disupsi dengan berorientasi pada cakupan hasil tindakan pemerintah dan 
memutakhirkan rancangan program reformasi sektor publik, seiring dengan pe-
rubahan dunia yang semakin dinamis.

Dalam kerangka governansi, titik tumpu yang mengambil peran penting 
adalah ‘negara’ dalam artian ini Pemerintah yang memegang peran paling diuji 
pada kondisi ekstrim dari gangguan era disrupsi. Hal ini didorong dari mening-
katnya ketidakpastian tak terduga yang diproyeksikan menjadi konsekuensi 
yang dapat menggoyahkan tatanan tata kelola pemerintahan itu sendiri. Bias 
kontinuitas yang tertanam dalam tata kelola pemerintahan mengakui bahwa 
tantangan yang dibawa oleh era disrupsi dapat mempengaruhi ekspektasi mas-
yarakat terhadap ‘negara’ sebagai pihak yang berwenang dalam menangani 
‘gangguan’ disrupsi dengan intensitas yang berbeda-beda.

Peran penting yang kemudian harus diambil oleh negara dalam merespon 
disrupsi adalah dengan melibatkan kombinasi strategi dan kebijakan yang 
proaktif dan holistik. Berbagai strategi dan kebijakan ini diharapkan dapat 
memperhatikan inovasi, fleksibilitas, pemberdayaan masyarakat, pemantapan 
jaringan sosial, perlindungan lingkungan, pelibatan pemangku kepentingan, 
serta perencanaan jangka panjang. Tantangannya kemudian adalah bagaimana 
memastikan proses governansi dan pembuatan kebijakan yang dapat memin-
imalisir pengaruh konflik kepentingan sehingga penyelenggaraan governansi 
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dan pembuatan kebijakan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat ban-
yak dibandingkan kepada kepentingan kelompok atau elit tertentu saja.

Memastikan proses governansi yang netral dan berpihak kepada kepent-
ingan masyarakat banyak merupakan hal yang penting dalam menjaga integ-
ritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk tujuan terse-
but, sejumlah langkah perlu dikedepankan dalam rangka meminimalisir konflik 
kepentingan pada proses governansi dan pembuatan kebijakan. Langkah-lang-
kah tersebut diantaranya dengan terus mendorong transparansi dan keterbu-
kaan sehingga proses pembuatan kebijakan dapat terbuka dan transparan serta 
senantiasa terpublikasi sehingga masyarakat umum dapat turut mengawasi dan 
mengikuti perkembangan yang terjadi. Selain itu, dengan terus mendorong peli-
batan masyarakat atau publik dalam berbagai proses governansi dan pembuatan 
kebijakan. Serta dengan penguatan peran etika dan pencegahan konflik kepent-
ingan bagi para pejabat pemerintah dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses 
governansi dan pembuatan kebijakan.

Hadirin yang Saya muliakan,
 

Dalam hal pengawasan oleh masyarakat, maka perkembangan teknologi 
yang kian massif memberikan keterbukaan dan fasilitas luas untuk akses mas-
yarakat melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Pola pengawasan yang 
dilakukan masyarakat kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk keter-
hubungan antar aktor dalam governansi. Masyarakat Indonesia pada rentang 
usia 16 – 64 tahun, menjadi 10 teratas  masyarakat dunia yang menghabiskan 
waktu dalam sehari sekitar 3 – 4 jam untuk berselancar di media sosial (lihat 
gambar 1). 
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Berkaca dari hal ini, telah menjadi penanda bagi organisasi publik untuk 
menetapkan strategi yang mencakup pemantauan komunikasi warga dan berb-
agi konten di media sosial (Mickoleit, 2014). Praktik pengawasan melalui me-
dia sosial yang dilakukan masyarakat, dapat di respon oleh Pemerintah dengan 
melakukan pengamatan dan analisis sistematis yang berkelanjutan terhadap jar-
ingan media sosial dan komunitas sosial yang berada di lingkungan sosial. Mis-
alnya di Belanda dan beberaap negara Eropa, pemantauan media sosial secara 
bertahap menjadi praktik umum di organisasi publik, khususnya di departemen 
nasional dan lembaga otonom. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh 
masyarakat melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dapat dikategorikan 
esensial dan berdampak. Namun demikian, tidak hanya masyarakat yang men-

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang 
cenderung aktif menggunakan media sosial, dan tidak jarang media sosial men-
jadi wadah untuk melakukan tekanan dan menyampaikan ketidakpuasan mas-
yarakat terhadap Pemerintah. Saat ini misalnya, jargon yang sering diutarakan 
oleh masyarakat dalam mengkritisi sistem peradilan di Indonesia adalah ‘no 
viral, no justice’ (lihat gambar 2). Berkaca dari fenomena tersebut, tanpa dira-
sakan masyarakat telah mengaplikasikan mekanisme pengawasan kebijakan 
pemerintah dengan menggunakan sesuatu yang hangat diperbincangkan atau 
sering disebut sebagai ‘viral based policy’. Indonesia menjadi salah satu negara 
yang saat ini gemar menggunkan viral based policy.
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gawasi pemerintah, namun dengan teknologi ini pemerintah juga dapat melaku-
kan pemantauan terhadap tren sosial dan politik yang berkembang.

Dengan demikian, etika masyarakat dalam menggunakan media sosial 
termasuk untuk tujuan pengawasan terhadap Pemerintah merupakan hal yang 
penting untuk dipastikan sehingga interaksi secara online dapat tetap sehat, ber-
makna dan menghormati hak dan privasi orang lain. Untuk itu, maka pendidikan 
dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penggunaan media online perlu terus 
digencarkan. Sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya ini 
diantaranya adalah terkait kejujuran, penghargaan terhadap privasi, empati serta 
pemberian informasi yang bermakna.

Hadirin yang Saya muliakan,
 

Era disrupsi bagi Governansi selalu terkait juga dengan beberapa isu pent-
ing lainnya, seperti 1) perubahan iklim, 2) krisis geopolitik dan geoekonomi dan 
3) kesehatan dunia. Dalam kesempatan ini, akan disampaikan highlight keter-
hubungan kebijakan dan governansi dalam studi kasus tersebut sebagai dampak 
dari era disrupsi. 

Terkait isu penting pertama, perubahan iklim dianggap sebagai perubahan 
yang paling menakutkan karena dapat terjadi dalam skala besar dan sangat ce-
pat, dan perubahan tersebut hampir tidak dapat dikendalikan. Berbagai peristi-
wa krisis iklim telah mengarahkan pada fenomena disrupsi seperti perubahan 
suhu udara harian, efek rumah kaca, tsunami, banjir dan gempa bumi. Kondisi 
tersebut pada titik ambang kritis sistem bumi dapat menyebabkan bencana yang 
berlanjut misalnya saja pada efek rumah kaca yang ujungnya dapat mendorong 
konversi hutan, menjebak karbon pada lahan kering sehingga memicu terjadi 
kebakaran hutan (Steffen, dkk, 2018). Pada kondisi ini tentu menjadi pekerjaan 
rumah bagi pemerintah untuk melakukan kendali pada hal tersebut, termasuk 
dengan melakukan advokasi terhadap berbagai inisatif baik yang ada di mas-
yarakat sehingga dapat berkembang dan berkontribusi dalam penanganan pe-
rubahan iklim.

Selain itu, dampak yang dirasakan terhadap kebijakan pemerintah yang 
disebabkan perubahan ekstrim iklim adalah pada alokasi anggaran untuk ben-
cana dan mengatasi keunggulan komparatif terkait sumber daya alam. Contoh 
kasus yang terdekat bagi kehidupan sehari-hari adalah krisis pangan karena 
panen gagal. Menurut Muchtar dkk (2022), krisis pangan dimulai dengan harga 
pangan yang naik, dilanjutkan dengan harga komoditas naik (terutama energi), 
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inflasi, ketersediaan pangan yg terbatas. Berdasarkan data kenaikan harga pan-
gan secara global memiliki trend kenaikan nilai rata-rata hingga 45 % dari 2019 
ke 2022 (FAO, 2023).

Kebijakan global perubahan iklim untuk governansi dapat dilakukan dengan 
cara ‘adaptasi perubahan iklim’, dalam laporan IPCC adaptasi terhadap peruba-
han kondisi telah terjadi setiap saat, namun perubahan iklim akan menciptakan 
tantangan baru bagi setiap lapisan masyarakat pemerintah dan sektor privat. 
Adaptasi terencana dan berkelanjutan terhadap perubahan iklim menjadi sema-
kin penting, walaupun disadari bahwa proses adaptasi tidak mudah untuk dimu-
lai dan dilaksanakan, karena berbagai faktor membatasi atau memfasilitasi adap-
tasi (misalnya guncangan eksternal mungkin memicu upaya adaptasi). Sepaham 
dengan pendapat Bauer, dkk (2012), menegaskan bawah hal yang dapat dilaku-
kan oleh Pemerintah dalam ruang governansi dalam mengaplikasikan adaptasi 
perubahan iklim yaitu: 1) mengintergrasikan kebijakan adaptasi pada level hor-
isontal dan vertikal (multi-level governance); 2) mengintegrasikan pengetahuan 
di laporan masyarakat; dan 3) melibatkan perasn serta penmangku kepentingan 
yang tergolong sebagai ‘non-state actor’. Ketiga hal ini perlu diperkuat dengan 
inovasi institusional yang mengarah kepada seni melakukan koordinasi dan ko-
laborasi yang persuasif dan strategis. Dengan demikian, Pemerintah memiliki 
peran penting dalam mendukung berjalannya kolaborasi dari berbagai inisiatif 
dan inovasi yang ada di masyarakat. Karenanya, governansi adalah juga sebuah 
cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan berbagai upaya penyelamatan 
lingkungan dengan memperkuat kolaborasi pada semua tingkatan.

Selanjutnya terkait isu penting kedua, krisis tatanan geopolitik dan geoe-
konomi menjadi salah satu guncangan yang dihasilkan dari era disrupsi untuk 
governansi. Krisis ini terjadi secara bersamaan dengan risiko-risiko yang saling 
berhubungan dan mengikis ketahanan suatu negara, menimbulkan risiko po-
likrisis, dimana krisis-krisis yang berbeda berinteraksi sedemikian rupa seh-
ingga dampak keseluruhannya jauh melebihi jumlah dari masing-masing krisis 
yang ada (Lawrence, 2022).

Mengikisnya kerja sama geopolitik akan menimbulkan dampak yang be-
ragam diseluruh lanskap risiko global dalam jangka menengah, termasuk 
berkontribusi terhadap potensi polikrisis risiko lingkungan, geopolitik, dan 
sosio-ekonomi yang saling terkait, misalnya dengan pasokan dan permintaan 
sumber daya alam. Potensi krisis ekonomi dan kemanusiaan dapat dipicu terpu-
sat pada kekurangan pangan, air dan logam serta mineral (WEF, 2023). Tatanan 
lapisan masyarakat akan mulai dari perang air dan kelaparan hingga eksploitasi 
berlebihan terhadap sumber daya ekologi dan perlambatan dalam mitigasi dan 
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adaptasi iklim. 

Mengingat hubungan yang tidak pasti antara risiko-risiko global, tinjau-
an ke masa depan yang serupa dapat membantu mengantisipasi potensi krisis 
tersebut, mengarahkan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk meminimalkan 
skala dampak dan ruang lingkup risiko dari krisis. Gambar 3 berikut mengilus-
trasikan kompleksitas global risiko dari krisis geopolitik dan geoekonomi yang 
terdapat dalam laporan World Economic Forum (WEF, 2023). 

Kasus krisis geopolitik dan geoekonomi, misalnya kebijakan global 
yang perlu diambil menghadapi perang Rusia dan Ukraina. Berbagai negara 
mendapatkan implikasi terhadap pasokan energi, pangan, hal ini berkaitan den-
gan situasi peperangan tersebut, dapat lihat ada negara yang akhirnya mengam-
bil jalan alternatif untuk mengimpor kebutuhan pasokan tersebut (Jagtap, dkk, 
2022). Misalnya untuk negara India atau Tiongkok yang mulanya memiliki jal-
ur supply chain melewati wilayah konflik Rusia dan Ukraina, mengharuskan 
untuk mengubah jalurnya. Governansi merespon kondisi krisis geopolitik dan 
geoekonomi dengan memperkuat kolaborasi dengan mitra regional. Dalam hal 
ini, Indonesia dapat memperkuat Kerjasama di berbagai bidang dengan nega-
ra-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Tentu fokus kolaborasi ‘proactive dan mu-

Gambar 3. Peta Resiko Global (Sumber: The World Economic Forum, 2023)
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tualism’ diperlukan dalam membangun aliansi dengan negara-negara lainnya.

Terkait isu penting ketiga, kesehatan dunia, empat tahun silam, dunia ham-
pir tidak terprediksi menghadapi tantangan kompleksitas kesehatan yang terjadi 
dalam satuan waktu global bersamaan yaitu, ancaman penyakit yang mengin-
feksi dengan cepat atau penyakit menular yang mematikan. Pada akhirnya awal 
tahun 2020, dunia diguncangkan dengan tantangan kesehatan, COVID-19. Masa 
pandemi COVID-19 menimbulkan gangguan luar biasa terhadap kehidupan 
manusia di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membend-
ung atau mengatasi tantangan COVID-19, negara-negara, baik besar maupun 
kecil, telah merespons dengan cara mereka masing-masing, yang dibentuk oleh 
kemampuannya negara itu sendiri dan bantuan internasional.

Dalam publikasi terbarunya mengenai Rethinking Public Governance, 
Torfing (2023) mengemukakan bahwa Pandemi COVID-19 semakin memper-
cepat transformasi governansi publik. Dipicu oleh krisis ini, sektor publik di 
seluruh dunia menurut Torfing telah banyak menghasilkan inovasi yang men-
gubah bentuk dan fungsi sistem administrasi dan penyediaan layanan kepada 
warga negara. Beberapa diantara inovasi tersebut mungkin menghilang seiring 
kembalinya keadaan normal, namun upaya proaktif untuk belajar dari bencana 
krisis dan mempertahankan praktik baru dan lebih baik akan membantu dalam 
menghasilkan dampak yang langgeng pada governansi publik.

Sejalan dengan pendapat Torfing, dalam mengelola krisis ini kebijakan be-
berapa negara ada yang efektif dan juga ada yang tidak efektif. Salah satunya 
dipengaruhi dengan ukuran, luas dan letak wilayah suatu negara (Bailey, 2021). 
Terlepas dari ukuran suatu negara, COVID-19 telah berdampak dalam berb-
agai cara, dilihat dari kerugian manusia, kerugian ekonomi, kerugian sosial, 
dan beberapa perspektif lainnya. Pada saat yang sama, krisis COVID-19 telah 
menimbulkan pertanyaan serius mengenai banyak isu strategis dan mempu-
nyai signifikansi global. COVID-19 telah menguji rantai pasokan dan produksi 
global, yang kini sangat bergantung pada Tiongkok. Hal ini juga menimbulkan 
perdebatan mengenai kebijakan industri di banyak negara yang mengikuti mod-
el pertumbuhan yang didorong oleh ekspor pada fase pasca-liberalisasi. Re-
spon yang kuat terhadap krisis kompleks ini memerlukan perbaikan tata kelola 
sistem kesehatan – tentu saja di tingkat nasional yang diperkuat ketingkat lebih 
bawah yaitu daerah dan tingkat dunia. Selain itu COVID-19 akan memberikan 
dampak terhadap keseluruhan aspek sosial yaitu Pendidikan, iklim, dan kemi-
skinan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.
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Signifikasi respon yang dihadapi oleh governansi untuk menetapkan kebi-
jakan penanggulangan pandemik dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Se-
cara politik kebijakan negara itu dihadapkan kepada pilihan berbasis sosial atau 
ekonomi. Bagaimana pemerintah memastikan agar masyarakat itu sehat dan 
angka kematian menurun, dan disatu sisi memastikan pencegahan ekonomi ti-
dak ‘down fall’. Hal ini mengartikan bahwa atensi terhadap isu pembangunan 
itu dari sisi ekonomi perlu menjadi perhatian, namun sistem kesehatan itu juga 
penting, sehingga yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah adalah memasti-
kan prioritas pembangunan manusia yang berimplikasi terhadap ekonomi. 

Disrupsi hadir di tengah konteks kebijakan dan governansi yang rapuh, di-
tunjukan oleh berbagai fenomena empirik yang telah dijelaskan pada empat isu 
yang telah dibahas yaitu, 1) Teknologi, 2) Perubahan Iklim, 3) Geopolitik dan 
Geoekonomi, dan 4) Kesehatan. Hal menarik yang perlu dipelajari adalah ke-
empat fenomena tersebut memberikan bukti bahwa pembuatan kebijakan sangat 
dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri (dianggap sebagai tantangan internal), 
misalnya pada sangat dominannya kelompok kepentingan dalam suatu kebi-
jakan. Terdapat tiga poin pendekatan dari para ahli yang menjadi titik tumpu 
melihat fenomena disrupsi dalam kebijakan dan governansi yaitu, 1) Advocacy 
Coalition Framework, 2) The politic of Bureaucracy, dan 3) Principle Agent 
Theory. Dalam pandangan Sabatier (1998) advocation coalition framework, se-
tiap aktor memiliki keyakinan inti kebijakan yang sama dan mengoordinasikan 
tindakan mereka dengan cara yang tidak sederhana untuk mempengaruhi sub-
sistem kebijakan itu terbentuk. Lalu, pandangan Peter (2018) untuk the poli-
tic of bureaucracy, menganggap bahwa kebijakan selalu berakar dari politik. 

Gambar 4. Kebijakan Prioritas Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19
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Aspirasi dan pandangan yang membentuk kebijakan berasal dari politik. Para 
aktor yang terlibat dalam membentuk kebijakan disebut sebagai para politisi, 
sehingga kepentingan politik lebih mewarnai dibandingkan dengan logic dan 
evidence. Implikasinya adalah kebijakan dibuat mengarah pada keputusan yang 
terefleksi dalam arah politik. Dalam pandangan principal agent theory (Guston, 
1996) dapat melihat kebijakan sebagai sebuah public service bargains –terdapat 
negosiasi dan traits, antara politisi dan birokrat disokong dengan nilai timbal 
balik. Relasi antara keduanya mendistorsi tujuan masing-masing. Sehing-
ga, dari politisi terpilih tapi harus didukung dengan teknokrat-biroktrat untuk 
mengeksekusi setiap janji politik kepada voters, tapi terdistrosi ketika birokrat 
tidak memiliki kompetensi. Kecenderungan ini melahirkan ‘self-benefit’ dari 
masing-masing aktor, birokrat yang cenderung sekedar mempertahankan posisi 
karir, atau politik juga memiliki agenda popularitas saja.

Ketiga pendakatan ini menunjukan bahwa setiap aktor tidak dapat bertum-
pu sendiri, ada faktor interdepency yang terjadi dari para aktor dalam lingkup 
governansi, tentunya hal ini sangat bersinggungan dengan upaya membuat ke-
bijakan yang tepat untuk mengatasi era disrupsi. Jika, infrastruktur kebijakan 
tidak memadai, dikarenakan relasi yang tidak kondusif dari setiap aktor pada 
akhirnya kebijakan yang dibuat tidak berjalan efektif. Sebaliknya jika infras-
truktur memadai dan kondusif untuk para aktor maka kebijakan akan berjalan 
dengan baik. 

Pada titik ini,  etika memainkan peran penting dalam proses pembuatan 
kebijakan publik di era disrupsi sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan 
yang diambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan kepentin-
gan masyarakat. Disrupsi baik yang disebabkan oleh kemajuan teknologi mau-
pun penyebab lainnya telah menimbulkan tantangan yang kompleks sehingga 
membutuhkan pertimbangan etika yang mendalam dalam pelaksanaan gover-
nansi maupun pembuatan kebijakan publik. 

Etika diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya mengun-
tungkan sebagian kecil masyarakat atau kelompok tertentu, tetapi juga melayani 
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan harus diarahkan un-
tuk mengurangi kesenjangan dan memastikan akses yang adil terhadap manfaat 
disrupsi. Selain itu, disrupsi sering kali membawa tantangan etika baru, seperti 
hak privasi dalam era digital, implikasi etika dari kecerdasan buatan, dan lain-
nya. Karenanya, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan implikasi moral 
dari teknologi baru dan inovasi dalam konteks sosial yang berubah.



TK | 13

Etika juga diharapkan dapat mendorong penilaian mendalam terhadap 
dampak sosial dari kebijakan. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan 
bagaimana kebijakan baru dapat mempengaruhi pekerjaan, pendidikan, kese-
hatan, dan aspek lain dari kehidupan masyarakat. Pembuat kebijakan juga per-
lu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan yang diambil. 
Keputusan yang diambil sekarang dapat memiliki dampak jangka panjang pada 
masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.
Hadirin yang Saya muliakan,
 

Intisari dalam pidato ini mengulas keterkaitan antara etika dengan tanta-
ngan kebijakan publik dan governansi di era disrupsi. Pada pendekatan per-
ilaku secara filosofis,  etika dapat dilihat melalui sejumlah pendekatan. Pada 
kesempatan ini setidaknya dua konsep atau pendekatan yang digunakan yaitu: 
1) Etika utilitarianisme (Telelologi) dan 2) Etika Deantologi. Selain itu, akan 
disampaikan juga perkembangan etika pada zaman Romawi dan kerajaan Islam.

Etika utilitarianisme memungkinkan individu untuk memiliki preferensi 
moral dan bertindak demi kepentingan orang lain, ketika tindakan terhadap 
orang lain menghasilkan keuntungan bagi individu tersebut (Conway, 2013). 
Etika utilitarianisme memahami bahwa yang harus dipertimbangkan bukan-
lah motif keputusan kita, melainkan hasil yang harus dipertimbangkan dalam 
memutuskan tindakan apa yang harus diambil (Koven, 2015). Hal ini mengar-
tikan bahwa kita harus bertindak berdasarkan hasil yang terbaik bagi semua 
orang, yang paling baik bagi semua orang. Dalam pendektan etika ini sangat 
memungkinkan mengorbankan beberapa hak beberapa individu demi kebaikan 
masyarakat secara keseluruhan. Misalnya Pedoman agama memberikan aturan 
yang menentukan bagaimana bertindak.

Alternatif utama terhadap utilitarianisme adalah deontologi (Morrell dan 
Dahlmann, 2022). Pendekatan deontologis terhadap etika memandang moral-
itas sebagai suatu kewajiban, atau aturan moral yang harus dipatuhi. Etika de-
ontologis adalah tentang mengikuti norma-norma universal yang menentukan 
apa yang harus dilakukan seseorang, bagaimana mereka harus berperilaku, dan 
apa yang benar atau salah. Ini adalah moralitas prinsip, bukan konsekuensi. Ter-
lebih lagi, deontologi terletak pada akal budi, bukan pada perasaan yang mem-
beri manfaat. Akal dianggap sebagai sumber aturan moral, yang diungkapkan 
melalui kehendak manusia. Dalam etika deontologis, masalah moral dianggap 
sebagai masalah rasional yang melibatkan pencarian aturan moral yang tepat.

Adapun ringkasan perkembangan etika yang berlangsung pada zaman kera-
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jaan Romawi yang diintisarikan melalui tulisan Trapp (2017). Memahami Etika 
seperti terlebih dahulu mempelajari filsafat. Dalam konteks filsafat di bawah 
Kekaisaran Romawi, setidaknya dalam konteks Romawi, cenderung membatasi 
diri pada etika, dengan mengesampingkan atau merendahkan dimensi-dimensi 
lain secara ekstrim dan aktivitas filosofis. Filsafat gaya Romawi ‘dengan fokus 
kuat pada etika’. Kecenderungan ini diperkuat oleh perkembangan generasi 
Seneca, yang menghasilkan ‘keprihatinan obsesif dengan filsafat sebagai pan-
duan praktis dalam kehidupan sehari-hari’. Bahkan di antara (yang dianggap) 
‘ahli etika Romawi’, konsentrasi pada etika tidaklah lengkap atau eksklusif. 
Hasil karya filosofis Plutarch yang berjudul keseluruhan Moralia (Ethika), men-
cakup studi tentang kosmologi, teologi, dan sejarah alam, di samping karya-
karya etis yang sebenarnya. 

Sementara itu, ringkasan mengenai etika yang berlangsung sejak zaman 
kerajaan islam diintisarikan melalui buku Koven (2015). Empat sumber eti-
ka memberikan panduan bagi umat Islam: Alquran, Sunnah, konsensus, dan 
analogi (Hunt, Crotty, dan Crotty 1991). Al-Qur’an mengadopsi sistem eti-
ka kesukuan sebelumnya yang menuntut kesetaraan, keramahtamahan, dan 
keadilan. Sunnah atau kebiasaan Muhammad memberikan arahan terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an. Umat Islam juga 
dapat berkonsultasi berdasarkan konsensus yang telah diidentifikasi pada gen-
erasi sebelumnya. Ketika ketiga sumber ini gagal memberikan jawaban yang 
memadai terhadap pertanyaan moral, umat Islam dapat beralih ke analogi yang 
membangun kesejajaran antara Al-Quran atau Sunnah dan serangkaian keadaan 
baru. 

Al-Qur’an diyakini oleh umat Islam sebagai firman Tuhan yang diterima 
oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan pedoman perilaku etis yang paling 
pasti bagi umat Islam. Model perilaku etis adalah Muhammad, dan perilaku 
etis dikaitkan dengan kebajikan seperti kerendahan hati, kemiskinan, perilaku 
murah hati, kemuliaan, ketulusan, dan kebenaran. Etika Islam didasarkan pada 
tulisan Alquran dan tradisi Nabi Muhammad. Al-Quran menganjurkan agama 
tindakan, iman, dan perbuatan baik yang mencakup perilaku yang berasal dari 
niat baik. Tingkah laku dibagi menjadi lima golongan: (1) perbuatan yang diha-
ramkan; (2) perbuatan yang diperintahkan; (3) perbuatan yang diperbolehkan; 
(4) perbuatan yang tidak disetujui, meskipun tidak secara jelas dilarang; dan 
(5) tindakan yang tidak diperbolehkan dalam ibadah formal (Becker dan Beck-
er 1992). Agama Islam memberi penekanan khusus pada amalan-amalan yang 
diwajibkan seperti sedekah, puasa, haji, dan shalat. Kewajiban terpenting bagi 
umat Islam adalah beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang benar dan kepada 
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Muhammad sebagai nabinya.

Etika dipandang sebagai moral compass, jika menetapkan etika sebagai nor-
matif, cocok dengan cara pandang etika dalam kajian perilaku yaitu deantologi 
atau utilitarianisme (teleologi). Etika sebagai virtue pada nilai suatu kebajikan. 
Terdapat dua kemungkinan simpulan yang diambil yaitu: 1) zaman kian beru-
bah berubah, dan etika ‘memandu’ perubahan tersebut, sampai kearah kejayaan. 
Atau simpulan 2) zaman berubah, mereka hancur karena etika tidak lagi di-
pegang. Sehingga, etika tetap menjadi faktor keberhasilan setiap kebijakan da-
lam merespon setiap perkembangan zaman, tak terkecuali etika akan merespon 
era disrupsi yang direpresentatifkan melalui tindakan dan lingkup governansi.
 

Penutup

Hadirin yang Saya muliakan,
 

Dalam konteks Indonesia, sepanjang pengalaman karir Saya sebagai dosen 
dan melaksanakan tri darma perguruan tinggi, terdapat tiga hal penting yang 
menjadi landasan pembuatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan besar 
negara ini dalam jangka panjang. Pertama, proses politik pembuatan kebijakan 
publik tidak boleh keluar dari tujuan besar sebuah kebijakan disusun. Sekalipun 
kebijakan ini sedikit banyak tidak sejalan dengan kepentingan kelompok yang 
menjadi influencer kebijakan. Sebab tidak ada pertarungan besar buat sebuah 
negara yang mengabaikan kepentingan besarnya hanya untuk memuluskan 
kepentingan kelompoknya saja. Dengan demikian, proses penyusunan kebija-
kan pada tataran politik etikanya mengacu kepada kepentingan besar negara. 
Kedua, penyusun kebijakan harus berdiri diatas bukti yang benar, proporsional 
dan mencakup multidisiplin. Dengan demikian semua informasi, data, dan ba-
han untuk penyusunan kebijakan menjadi pertimbangan dan tidak ada peng-
abaian pada informasi sekecil apapun. Era disrupsi ditandai dengan terbukan-
ya akses atas data dan informasi seluas mungkin yang kita kenal dengan “big 
data”. Namun, data selalu memiliki hukumnya sendiri “garbage in = garbage 
out”. Pada titik ini, memilih kebenaran data sekali lagi mengacu pada etika. Ke-
tiga, kebijakan tidaklah didesain tanpa diimplementasikan. Dengan demikian, 
tujuan besar yang ada di kebijakan tidak boleh dikorup oleh implementasi yang 
salah. Masalah terbesar dalam proses governansi publik terletak pada munculn-
ya discrepancy yang besar antara tujuan kebijakan yang ada di atas kertas den-
gan yang terjdi di lapangan. Dengan demikian, etika sekali lagi menjadi moral 
compass untuk memastikan tidak ada discrepancy kebijakan.
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Bapak/Ibu sekalian, tidak ada satupun dari kita yang tidak berperan dalam 
proses governansi publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama 
ini, mungkin kita hanya melihat peran besar hanya pada penyusun kebijakan. 
Tetapi sesungguhnya keberhasilan sebuah proses governansi publik membutuh-
kan tidak hanya penyusun kebijakan tetapi peran kita sebagai subyek kebijakan. 
Karenanya, etika tidak hanya menuntut pembuat kebijakan saja, tetapi juga kita 
semua dituntut untuk beretika. 
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Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang Saya muliakan,

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, perkenankan Saya kembali men-
gucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang. Karena tanpa anugerah dan kuasa – NYA, tidak mungkin 
Saya berdiri pada hari ini menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar ini. 
Sebagai seseorang yang lahir dan besar di sebuah kawasan miskin Ibukota Ja-
karta, dan telah menjadi Yatim sejak kelas 4 SD dan Piatu sejak kelas 2 SMA, 
serta kemudian dapat melanjutkan kuliah di Universitas Ternama Negeri ini bu-
kanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kemudian Saya dapat melan-
jutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta berkarir menjadi Dosen di Al-
mamater tercinta Universitas Indonesia. Tentu saja semua itu tidak akan pernah 
terwujud jika tidak karena anugerah dan kuasa Allah SWT.

Selain itu, perkenankan Saya untuk turut mengucapkan terima kasih kepada 
berbagai pihak yang telah mendukung perjalanan kehidupan Saya dan tentu saja 
perjalanan karir akademik Saya sebagai Dosen Tetap Universitas Indonesia se-
jak akhir 2003 hingga Saya berhasil mendapatkan Jabatan Akademik Tertinggi 
ini. 

Pertama-tama Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah 
Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Tenologi. Terima kasih juga kepada Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Riset dan Teknologi yang telah mendukung dan menyetujui usulan Guru Be-
sar, sehingga Saya dapat menjadi Guru Besar dalam Bidang Public Governance 
atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia 
terhitung sejak 1 Mei 2023.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indo-
nesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E.. M.A., Ph.D. beserta Para Wakil Rektor Univer-
sitas Indonesia yang telah memberikan dukungan dan persetujuan untuk men-
gusulkan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Indonesia.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan 
Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, yang diketuai oleh Prof. 
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Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. Ketua dan Anggota Dewan Guru 
Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang diketuai Prof. Dr. 
Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si yang telah menyetujui usulan Guru Besar Saya 
dan segala upaya dalam memperjuangkan usulan Guru Besar Saya ketika ber-
proses di tingkat Universitas. Secara khusus kepada Prof. Amy dan juga kelu-
arga beliau (Pak Djoko, Andi, Adit dan Bram), terima kasih Saya yang tak ter-
hingga atas segala bantuan, dukungan dan pembelajaran yang diberikan kepada 
Saya sejak mahasiswa S1. Merupakan sebuah kehormatan dapat mengenal dan 
berinteraksi dengan Ibu dan keluarga ketika Saya mengikuti jenjang pendidikan 
S1.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Admin-
istrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. dan se-
genap jajaran pimpinan fakultas Dr. Fibria Indriati, M.Si., Dr. Milla Sepliana 
Setyowati, M.S.Ak., dan Dr. Umanto Eko Prasetyo, M.Si. yang telah bekerja 
keras berjuang memfasilitasi untuk mengusulkan dan mengawal kenaikan ja-
batan fungsional Guru Besar Saya.

Kepada teman-teman SDM di Universitas Indonesia dan juga di Fakultas 
Ilmu Administrasi, terima kasih Saya yang tak terhingga atas bantuan, dukun-
gan dan kerjasamanya dalam proses pengajuan usulan Guru Besar Saya. Ter-
utama teman-teman SDM Fakultas dibawah arahan Wulandari Kartika Sari, 
S.Sos., M.Si dan koordinasi oleh Imas Cempaka Mulia, S.Sos., M.P.A., dan 
tentu saja Mas Haji Sarnan yang telah banyak memfasilitasi dan menginfokan 
perkembangan serta menindaklanjuti perbaikan dari usulan Guru Besar Saya. 
Semoga menjadi amal jariyah dan ladang pahala bagi Ibu/Bapak semua.

Cerita perjalanan karir Saya di Kampus Universitas Indonesia dimulai keti-
ka Saya menjadi Panitia Mahasiswa dalam acara Pengukuhan Guru Besar Prof. 
Dr. Bhenyamin Hoessein pada Tahun 1995. Pada kegiatan tersebut, untuk perta-
ma kalinya Saya bertemu dan berkenalan dengan 3 orang Senior Saya dari Ang-
katan 1990 yang pada saat itu merupakan dosen muda Prodi Ilmu Administrasi 
Negara FISIP UI, yakni Prof. Dr. Eko Prasojo, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, 
dan Drs. Azwar Hasan, M.P.A. Beliau bertigalah yang kemudian mengajak 
Saya untuk membantu mereka dalam mengelola Jurnal Bisnis & Birokrasi dan 
bahkan selanjutnya Saya dapat menjadi Asisten Mahasiswa pada Mata Kuli-
ah Pemerintahan Daerah yang dikoordinir oleh Prof. Bhen. Karenanya pada 
kesempatan ini juga Saya ingin mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih 
kepada Prof. Bhen (Alm), Prof. Eko, Prof. Irfan serta Mas Azwar yang karena 
kepercayaan beliau-beliau lah Saya dapat memulai pengabdian dan perjalanan 
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karir akademik di Universitas Indonesia.
Perjalanan selanjutnya Saya berinteraksi dengan para kolega Dosen terma-

suk yang berasal dari luar prodi seperti Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si. Saya 
banyak berinteraksi dengan beliau dalam sejumlah aktivitas kegiatan kampus 
dimasa awal karir Saya terutama ketika menyelenggarakan untuk pertama ka-
linya kegiatan “Pajak Goes to Campus” oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 
Tahun 2001 dan kemudian dalam sejumlah aktivitas lain. Karenanya saya juga 
ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titi atas semua bantuan, dukungan 
dan pembelajarannya. Saya turut mendoakan dan membantu sehingga Ibu dapat 
meraih jabatan akademik Guru Besar setelah ini.

Kepada para kolega dosen di Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakul-
tas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, terima kasih Saya yang tak terh-
ingga untuk semua hal selama Saya berkarir sebagai Dosen. Terutama kepada 
Drs. Muhamad Ridwansyah Anza, M.Si yang merupakan pembimbing kedua 
Saya pada saat menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk segala bantuan dan 
dukungannya. Juga kepada Drs. Kusnar Budi, M.Bus. yang banyak sekali mem-
bantu dan mendukung diawal Saya berkarir. Kepada Dr. Roy Valiant Salomo, 
M.Soc.Sc. dan juga Dr. Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si yang telah mem-
berikan Saya kesempatan untuk menjadi Ketua Program Studi S1 yang mer-
upakan awal perjalanan Saya menjadi pengelola hingga saat ini. Kepada Dr. 
Muh Azis Muslim, S.Sos., M.Si sahabat Saya sejak kuliah atas persahabatan, 
dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama ini. Saya selalu ingat masa-masa 
kuliah dimana Saya sering menginap di kost Bro Azis dan menggunakan berb-
agai fasilitas yang beliau miliki untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Kepa-
da Dr. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si teman seangkatan Saya yang juga berkarir 
sebagai dosen. Terima kasih atas bantuan Pak Upi selama ini terutama dalam 
mendukung berbagai program selama Saya menjadi Ketua Departemen. Ke-
pada Muhammad Imam Alfie Syarien Nasution, S.Sos., M.P.A. terima kasih 
yang tak terhingga atas dukungan dan kerjasamanya terutama atas dedikasinya 
sebagai Sekretaris Departemen. Sungguh luar biasa sekali upaya dan kerja Mas 
Alfie dalam melaksanakan tugas-tugas di Departemen. Saya sangat yakin dan 
percaya bahwa Mas Alfie adalah calon pemimpin Departemen di masa depan. 
Setelah masa tugas sebagai Sekretaris Departemen berakhir, Saya sangat men-
dukung Mas Alfie untuk melanjutkan studi S3 nya yang In shaa Allah di Uni-
versity of Melbourne. Selanjutnya kepada Dr.Phil. Reza Fathurahman, S.Psi., 
M.P.P., Zuliansyah Putra Zulkarnain, S.Sos., M.Si., dan juga Wahyu Mahendra, 
S.Sos., M.Egov. terima kasih atas semua dukungan dan kerjasamanya selama 
ini. Juga kepada kolega dosen lainnya di Departemen Ilmu Administrasi Negara 
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